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ABSTRAK

LY

MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG. H1115136. ANALISIS HUKUM
DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL (DITUNJAU
DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif metode
penelitian secara kepustakaan maksudnya adalah metode penelitian hukum yang
menggunakan cara dengan mengumpulkan literatur hukum berdasarkan pustaka
yang sesuai dengan objck yang akan diteliti. Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk °
mengetahui ketentuan mengenai publikasi foto tanpa izin melalui media sosial
(2).Untuk mengetahui akibat hukum memfublikasikan foto tanpa izin melalui
media sosial tanpa izin. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Ketentuan
Mengenai Publikasi Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial yang pertama adalah
Adanya Izin, izin merupakan hal yang wajib dimilki scorang untuk
mempublikasikan sebuah karya atau objek agar tidka terjerat dalam pelanggaran
hak cipta dan yang kedua Publikasi Sumber Secara Jelas maksudnya adalah setiap
hasil karya yang dipublikasikan secara komersila apalagi berhubungan dengan hak
moral dan hak ekonomi harus mencantumkan sumber dari mana hak atau objek
didapatkan, dengan cara menyebutkan sumber publikasi maka akan membuat
seorang terhindar dari tuntutan pidana mengenai hasil karya cipta orang
lain(2).Akibat Hukum Memfublikasikan Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial
Tanpa Izin yaitu yang pertama adalah Ganti Rugi ganti rugi akibat menggunakan
karya atau mempublikasikan karya orang lain dapat diberikan dengan dua cara yaitu
ganti rugi sebagian dari hasil yang didapatkan dan ganti rugi dari seluruh hasil yang
didapatkan akibat menggunakan hak cipta orang lain dan bentuk sanski yang kedua
Sanksi Pidana, saksi pidana disini sangat jelas bahwa bagi seorang yang
mendistribusikan hasil karya atau foto tanpa hak apalagi dengan menggunakan
nama atau identitas samaran untuk merugikan pihak lain. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, direkomendasikan: (1). Saran yang dapat diberikan yang.
pertama adalah pemerintah dalam hal ini sebagai fungsi pengawasan bcharunya
membuat sistem yang dapat mengawas: foto atau konten yang disebar luaskan
melalui media sosial tanpa seizin pemilik foto atau konten tersebut sehingga tl(hk"‘)‘a
adalagi penyebaran dimedia sosial dengan cara merusak nama baik dan m‘qm_sak _AE
privasi pemilkik hak cipta(2).Seharunsya dalam penegakan hukum mengenai™"
Undang-undang IT dan Hak Cipta dibutuhkan lembaga atau semacam pansus untuk
memberantas pelangaran pidana tersebut.

Kata kunci: distribusi foto tanpa izin, media sosial, UU ITE



ABSTRACT

MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG. HI1115136. LEGAL ANALYSIS OF
UNAUTHORIZED PHOTOS DISTRIBUTION THROUGH SOCIAL MEDIA
(UNDER ARTICLE 27 SECTION (3) LAW OF INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTIONS)

The research method used in this study was a normative library as a legal research
method utilizing legal literature-based data collection following the object
analyzed. This study aimed ai(l) finding the provisions regarding unauthorized
photos published through social media and (2) finding the legal consequences of
unauthorized photos through social media. The results of this study indicated that:

1) The provisions regarding unauthorized photos published through social media

were: the first, permission, which is something to publish a work or object so as not

to be entangled in copyright infringement, and the second, is the source of
publication. It means that every work published commercially, especially about
moral and economic rights, must include the source obtained. The legal
consequences of publishing unauthorized photos through social media without
permission, namely the first, compensation for using or publishing other people's

work can be given in two ways, covering partial compensation from the results
obtained and compensation from all the results obtained as a result of using
copyright of others, and the second form is giving sanctions. Criminal sanctions

and criminal witnesses are clear for someone who distributes works or photos
without rights, especially by using a name or pseudonym to harm other parties.
Based on the results of the study, it is recommended that: (1) The government.in: re
this case as a supervisory function should create a system that can monitor A!
unauthorized photos or content distributed through social media so that therea.gn& ﬁ'}:l’
more honor and privacy defamation of the copyright holder. 2) In law enf&&emenrmr' 5/
regarding the IT and Copyright Act, an institution or a special committee is lteedeé
1o eradicate criminal infringement.

Kevwords: unauthorized photos distribution, social media, IET Law
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BAB 1 .
. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dengan majunya perkembagan zaman saat ini, semua orang
diperhadapkan adanya sebuah teknlogin yang makin maju kemajuan
tekhnologi merupakan perkembagan yang begitu maju dan benyak
memberikan sumbangsi karya besar bagi orang, tekhnologi saat ini ( Media .
Sosial ) dapat diktegorikan sebaga alat bantu untuk mendapatkan informasi,
berita dan menjadi sarana pertemanan, sebernaya teknologi khususnya
dibidang media sosial daat meberikan efek yang positif bagi penggunanya,
namun juga dapat memberikan efek negatif bagi penggunanya tak bisa
dipungkiri banyak yang menjadi korban media sosial saat ini dikarenakan

adanaya prinsip kurang hati-hati dalam penggunaanya.

Penggunaan media sosial merupakan layanan atau- tempat untuk
meberikan informasi serta mendapatkan informasi terhadapat sesuatu yang
dianggap memilki fungsi bagi semua orang, namun media ini kadang
digunaka tanpa pertanggungjawabn, informasi serta objek yang di keluarkan
dan diditrubusikan melalui media sosial merupakan sebuah karya atau hasil

dari karya seseorang yang memiliki hak untuk mempublikasikanya.

Mengenai distribusi informasi serta objek dalam bentuk foto memiliki
garis-besar dalam penditribuisanya hal ini dikarenakan adanyla sebuah Hak

Kekayaan Intelektual tiap-tiap orang, pengertian mengeni hak keayaan



intelektual sebgaimna yang diungkapkan oleh Adrian Sutedi 'bahwa “hak
untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh
norma-norma hukum yang berlaku” pendapat clan adrian sutedi meberikan
gambaran bahwa setiap sesuatu yang akan dibuat dan diciptakan memiliki
sebuah hak kepemilikan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-

undagan.

Penjabaran mengenai HAKI adalah suatu hasil dari pada karya manusia
dalam bentuk olahan otak manusia serta diiimplementasikan dalam bentuk
karya seni dan desain serta memilki dampak dan efek bagi setiap manusia
yang akan menikmati hasil dari pada karya tersebut, menurut penjelasan dari
Munir Fuadi *bahwa Hak kekayaan intelektual adalah hak terhadap suatu

hasil karya atau benda yang diakui oleh Hukum dan sah.

Yang mejadi titik dari pada perlindugan karya orang lain yang
dipublikasikan tanpa hak oleh seseorang, adalah sebuah hasil potret yang
disebut dengan Foto yang disebarkan melalui media sosial melalui fecebook,
Whatsaap, dan media sosial lainya, hal ini mejadi sebuah ironi yang dianggap
oleh kalangan muda sekarang ini adalah hal yang biasa saja, sehingga orang
dengan leluasa dengan mendistribusikan foto atau karya orang lain tanpa hak

atau izin kepada pemilk foto atau objek yang difoto.

! Adrian Sutedi, 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, him38
% Ibid him 39



Didalam pendistribusian foto atau objek yang difoto ada dua hal. yang

diatur berdasarkan doktrin yang berlaku:

1. Pihak Atau Objek Yang Di Foto (Manusia)
2. Pihak Yang Mengambil Foto (Foto Grafer)

Kedua keterangan diatas memberikan gambaran bahwa setiap karya
seni yang dilahirkan melalui sebuah karya foto telah memiliki hak kekayaan
intelektual yang dimiliki seseorang yang pada dsarnya dilindungi oleh hak
cipta

Hal ini dapat dilihat dalam kutipan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta™)

Pasal 1 angka 1 (“UU Hak Cipta™)’

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”
Pasal 115 ( UU Hak Cipta )*

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli
warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan. reklame atau

¥ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 1
* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 115



periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam r.nedia
elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Kedua bunyi pasal diatas telah meberikan gambaran mengenai larangan
dan sanksi bagi yang melanggar aturan hukum yang telah diundangkan
mengenai larangan medistribusian hasil atau objek karya sen1 orang lain tapa
izin. Mengenai kasus pendistribusian foto tanpa izin sudah beberapa kali
terjadi, baru-baru ini seorang pria yang ditangkap oleh pihak poltes kota
gorontalo karna mendistribusikan foto orang lain tanpa hak serta tanpa izin
dari pemilk foto selain dari pada mendistribusikan pihak tersangka jga
menawarkan jasa prostitusi kepada pengguna media sosial dengan
menggunakan foto orang lain, sehingga mereka dibekuk oleh tim reskrim
polres kota gorontalo karna ada masyarakat yang merasa dirugikan mengenai

foto-fotonya yang beredar melalui media sosial tanpa seizin korban.

Pelanrangan mengenai pendistribusian hasil karya serta objek yang
diedarkan tanpa izin pemilik karya seni atau objek yang ada pada karaya
tersebut sbenarya memang diatur dalam beberapa undang-undang dalam
melindungi hak-hak orang lain yang merasa dirugikan selain dari pada itu
undang-undang informasi dan teknologi juga mengatur tentang

pendistribusian suatu karya atau foto orang lain tanpa hak.

Apabila kita melihat kejadian yang telah diuraikan secara singkat diatas

bahwa kejadian diatas merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dari



undang-undang yang diakibatkan kurangnya hati-hati dalam penggunaan
media sosial atau penggunaan internet dengan baik, beberapa kejadian yang
terjadi mengenai pendistribusian dalam bentuk foto tanpa hak yang penulis
baca melalui media sosial atau media cetak tela;h memberikan gambaran
bahwa ssebenarnya pelaku hanya iseng menggunakan foto orang dalam

melancarkan aksinya guna mengelabui pihak-pihak yang ada dimedia sosial.

Selain diatur dalam undang-undang hak cipta, jauh sebelumnya muncul
adanya internet maupun undang-undang hak cipta terlahir, hukum pidana
sudah mengaturnya namun beberapa bunyi pasal dianggap sudah tidak sesuai
dengan keadaan sekarang yang penggunaan jaman internet sebagaimana yang

dimaksud adalah pasal 282 sampai 283 KUHPidana

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui
isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud
untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,
membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya
ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri,
atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-
terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,
menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh,
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan

atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah



(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di
muka urmum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar
kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin,
memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari
negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara
terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,
menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika
ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan
atau benda itu me'anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat
pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Apabila kita melihat mengenai pengaturan Pidana mengenai
pendidtribusian suatu karya atau objek tanpa hak atau tanpa seizin pemilik
kerya tersebut, namun hal ini dianggaptidak sesuai dan ketinggalan zaman,
yang mana penggunaan serta pendistribusiannya sangat rumit.diketahui dan

dikerjakan secara terogranisisr dan masif.



Berdarasarka uraian diatas calon peneliti menganggap sebuah ironi
yang perlu untuk diteliti dan penting untuk dikaji, karna merupakan fenomena
hukum yang memang memberikan gambaran dan sumber pengetahuan
mengenai penggunaan internet dengan baik dan I.nemehami manfaat media

sosial dengan baik.

Usulan penelitian ini merupakan sebuah gagasan dan ide calon peneliti
untuk mengembangka keilmuan dibidang hukum pidana yang salama ini
menjadi konsetrasi penulis maka dari itu calon peneliti mengajukan usulan

penelitian dengan judl sebagai berikut:

ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI
MEDIA SOSIAL (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik)
1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai publikasi foto tanpa izin melalui
media sosial (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi
Dan Transaksi Elektronik)?

2. Baimanakah akibat hukum memfublikasikan foto tanpa izin melalui media
sosial tanpa izin (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik)?

1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai publikasi foto tanpa izin melalui

media sosial



2. Untuk mengetahui akibat hukum memfublikasikan foto tanpa izin melalui

media sosial tanpa izin
1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari usulan penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsi
pemikiran mengenai penggunaan media sosial dengan baik, serta dapat
menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Dapat menjadi masukan serta kajian bagi semua kalangan akademisi,
penegak hukum, serta para pegiat perlindugan hak cipta kedepanya

3. Menjadi salah satu syarat dlam proses penyelesaian studi pada fakultas

hukum universitas ichsan gorontalo



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Tindak Pidana
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana
Negara kita adalah negara yang sysfem hukumnya civil law, artinya
bahwa segala perbuatan hukum diakui dan dapat dinyatAkan suatu pidana .
atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang di atur dalam suatu
peraturan perundang-undangan penghukuman atau dinyatAkan suatu tindak
pidana apabila didasarkan pada perundang-undangan, dengan kata lain
berdasarkan hukum yang tertulis.
Dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatAkan ;°
“tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan
ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada

sebelum perbuatan itu terjadi”

Menurut pandagan penulis dalam hukum pidana bahwa apabila
tanpa adanaya perbauatan pidana seorang tidak bisa diberikan sasksi
pidana namun apabila ada perbuatan pidana maka seorang dapat diberikan
sasnki pidana

Menurut Moeljatno® Hukum pidana kita menganut “Asas Legalitas

yaitu,

5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
6 Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi,
PT. Rafika Aditama, Bandung. Hlm 34
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1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu
terlebuh dahulu belum dinyatAkan dalam suatu aturan undang-
undang;

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh

)

menggunAkan analogi kiyas Aturan-aturan pidana tidak berlaku
surut;

3. Undang-undang statutory law harus mengatur mengenai tingkah
laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa undang
- undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka
perbuatan tersebut tidak bisa dikatAkan sebagai tindak pidana. Hal
ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar
menghukum seseorang Dalam kaitannya dengan hukum yang
tertulis, pembuat undang-undang /egis/atif harus merumuskan secara
jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak
pidana kejahatan, crimes”

Pengertian terhadap tindak pidana sangatlah beragam, secara etimologi
tindak pidana adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang menyimpang atau
bertentangan dengan moral kemanUsiaan. Tindak pidana di sebut juga
kejahatan, kejahatan dikatAkan apabila ia melanggar norma-norma yang ada,
sedangkan tindak pidana bisa di sebutkan apabila undang-undang telah

mengaturnya bahwa perbuatan tersebut di katAkan sebagai tindak pidana.’

7 Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, PT. Rienka Cipta,
Jakarta Him 67
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Berdasarkan pendapat dari Moeljatno ditas bahwa pengertian tindak
pidana merupakan sebauh peristilahan secara yuridis yang memuat
sebuah teori serta memilki keterkaitan antara dasar-dasar pembenaran
mengenai teori serta tujuan pemidanaan, apabila kita melihat mengenai
defenisi tindak pidana dalam kamus hukum yang diungkapkan oleh
moeljatno memberikan gambaran bahwa tindak pidana diambil dari
istilah perbuatan jahat atau kejahatan “Starf” yang memiliki arti
hukuman.®

Adapun Djoko Prakoso memberikan gambaran serta defenisi
mengenai pengertian tindak pidana menurut Djoko Prakoso tindak pidana
diambil dari istilah secara yuridis yang memilki makna kejahatan atau
tindak pidana yang mana menurut “perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi” bahkan selain dari
pengertian secara yurdis defenisi lain yang diungkapkan oleh Djoko
Prakoso secara kriminologis pengertian kejahatan atau biasa disebut
dengan istilah tindak pidana yaitu sebuah perbuatan yang dianggap
melanggar norma yang senantiasa berlaku ditengah-tengah masyarakat
serta mendapatkan anggapan yang bermuatan negatif oleh masyarakat
pada umunyayang biasnaya disebut dengan istilah abnormal.

Apabila kita meberikan keterkaitan antara hukum pidana dan kejahatan

sebagaimana dalam undang-undang disebutkan bahwa

¥ Ibid Hlm 78
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kejahatan sangat beragam namun pada intinya memiliki keSamaan
unsur. Unsur-unsuryang terdapat didalam kejahatan adalah:’
a. Adanya Pelaku
b. Adanya Niat Jahat
c. Siapa Penyebabnya (Korban)
d. Kerugiannya
e. Adanya Keterangan Atau Fakta-Fakta Yang Memberatkan |
(Sanksi)
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar
tindak pidana dikategorikan tercapai, hal tersebut biasasnya dikenal
dengan sitilah unsur-unsur hukum pidana, menurut sudarto bila sesorang
melakukan perbuatan pidana tidak serta merta langsung_ dikategorikan
perbuatan pidana namun harus yang petama dilihat adalah unsur-unsur
dalam hukum pidana, sudarto juga memberikan penjelasan bahwa dalam
memenuhi unsur-unsur tersebut hendaknya memperhatikan perbedaan
pengertian unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur yang tekandung
dalam undang-undang schingga ada korelasi antara kedua pengertian
tersebut. '’
(Simanjuntak)!'  mengemukakan  dalam  bukunya  "Teknik

Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana é.dalah adalah

? Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta. Hlm 23

1% Sudarto, 1990/1991. Op. Cit., Him. 43
' Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum
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tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pjdana"
Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank
pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah
itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak
pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan
Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak
pidana.

(Prodjodikoro)'* mengemukakan secara umum mengenai istilah
kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal
muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan
juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang
diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh,
dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat
dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek"
kejahatan” Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip
legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1)
KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum
kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan" Dalam
peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah
yang digunakan pada umunya sperti diabawah ini:

1. Starf memilki istilah terjemahan pidana/hukuman

2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh

2 Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59
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3

3. Feit memeilki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatar

Jadi pada c;asamya istilah starfbaarfeit juga diartikan sebagai
perbauatan yang memilki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan
hukuman, apabila kita ingin melihat lebh jauh bahwa kapan suatu tindak
pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti
yang diungapkan (AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan _

terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukuk objektif

2. Unsur melawan hukum subjektif

3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.

4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istialah tindak pidana juga disebutkan oleh AMezger
“yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur

sebagaimana undang-undang

I. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang

4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu
terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku

bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai
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tindak pidana apabila memeiliki potensi untuk melakukan pidana, pada

umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (Qutard Conduct) atau

dengan itilah Actus Reus

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana

yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adaya perilaku hukum

pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan

tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah

ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada

buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat

dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

i

Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari
suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang
berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini
timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah
sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh
pasal pembunuhan dan penganiyaan

Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat
bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik
yang mengatur secara khsusu perbuatan pidana yang

melarang sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-
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undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui
akibitdanya Contoh delik formi ini adalah pasal 362

KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Faktor yang menyebabkan munculnya perilaku atau tindak kejahatan

antara lain:

Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Penyebab
perilaku kejahatan yang berasal dari lingkungan keluarga antara
lain, anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua.
Perhatian dan kasih sayang yang jarang didapatkan di rumah
mengakibatkan individu mencari perhatian diluar lingkungan
keluarga. individu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang
membuatnya betah untuk berada dalam kelompok tersebut,
padahal norma yang berlaku dalam kelompok tersebut tidak
sesuai bahkan bertentangan dengan norma masyarakat.
Lemahnya keadaan ekonomi keluarga mengakibatkan individu
tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga memicu tindak
kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Faktor ekonomi, menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku
kejahatan karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan
oleh kemampuan ekonomi (kekayaan), individu Akan melakukan
apa saja dalam memenuhi kebutuhannya salah safunya dengan

melakukan tindak kejahatan.
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Faktor perkembangan teknologi. Pekembangan teknologj juga
menjadr salah satu penyebab munculnya tindak kejahatan. Salah
satu contoh, iklan produk yang ditayangkan di televisi membuat
individu tertarik untuk memiliki produk tersebut padahal kondisi
ekonomi tidak mendukung sehingga muncul tindak kejahatan
dengan motif pemenuhan kebutuhan hidup.
2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta
2.2.1. Pengertian Hak Cipta
Hak cipta adalah subsistem hak kekayaan intelektual yang dikenal di
seluruh dunia sebagai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual
dibagi menjadi dua kelompok utama: hak properti industri (hak properti
industri) dan hak cipta milik kelompok properti industri, termasuk paten,
merek dagang desain industri (desain industri), rahasia dagang (informasi
rahasia), indikasi geografis (indikasi geografis), model dan konstruksi
konstruksi (model utilitas), dan persaingan tidak sehat, dan perusahaan dalam
kelompok hak cipta tidak termasuk hak cipta dalam seni. sains dan hak cipta
(hak terkait)"?
Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi pihak pada
konvensi ini menyebabkan pembaruan era Belanda dari tahun 1881. Hukum
hak cipta yang ada, mengetahui undang-undang hak cipta baru tahun 1912 1

November dari Auteurswet 1912 Tak lama setelah berlakunya undang-

'3 Otto Hasibuan, 2014 Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu,
Neighbouring Rights Dan Collecting Society, Bandung, Alumni, , Him 21
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undang ini, Kerajaan Belanda menandatangani Konvensi Berne pada,tahun
1886. '“Hak cipta Indonesia secara resmi diperkenalkan pada tahun 1912,
yaitu ketika Auteurswet (Wet van, Staatblad 1912, No. 600, 23 September
1912) diterbitkan, yang mulai berlaku pada tahun 1912. 23 September 1945
Artikel [I dari Aturan Transisi Konstitusi, Pasal 192 Konstitusi Sementara
Amerika Serikat, dan Ketentuan peralihan Pasal 142 Konstitusi Sementara. '
Perkembangan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh berbagai faktor. |
Alasan untuk situasi ini adalah:
a) Masith belum memiliki etika yang disosialisasikan untuk
menghargai karya seseorang yang dilindungi hak cipta
b) Kurangnya pemahaman tentang makna dan fungsi hak cipta,
dan hukum hak cipta secara umum, karena kurangnya informasi
tentang itu
¢) Ringannya ancaman yang ditimbulkan oleh undang-undang hak
cipta bertentangan dengan pembebanan hak cipta'®
Istilah hak cipta penulis dikenal sebagai hak cipta menurut terjemahan
Belanda harfiah dari Auteursrecht. Hanya pada Kongres Kebudayaan
Indonesia ke-2 yang diadakan pada tahun 1951. Oktober Di Bandung,

penggunaan istilah "hak cipta" dipertanyakan karena dianggap

14 Suyud Margono, 2010 Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi
Ketentuan World Trade Organization/WTO- Trips Agreement, Bogor, Ghalia Indonesia, ,
Him. 53.

15 Ibid Him 57

16 Ibid Him. 58
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mempersempit konsep hak cipta.'” Dalam hal hak cipta, dapat dikgtakan
bahwa hak cipta adalah hak substantif, yang konsisten dengan konsep hak
cipta, yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah hanya dapat menjadi milik
pencipta hak atau penerima manfaat. Selain kualitas absolut mereka, mereka
juga menjadi prioritas.

Sesuai sifatnya, hak kekayaan intelektual terkait erat dengan benda-
benda tak berwujud dan melindungi kreasi intelektual yang lahir dari |

18 Definisi yang lebih umum

kreativitas, cita rasa, dan niat manusia.
ditawarkan oleh Jill Me Keogh dan Steward di Tommy Suryo Utomo, yang
mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai totalitas hak hukum untuk
melindungi investasi ekonomi dari upaya kreatif.'’
2.2.2 Dasar Hukum Hak Cipta

Perjanjian hak cipta di Indonesia telah diamandemen beberapa kali
untuk mencerminkan UU No. 2014 28 Perjanjian telah disesuaikan dengan
masalah baru. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak mutlak®’ Hukum hak
absolut adalah hubungan hukum antara badan hukum dan badan hukum yang
mengharuskan setiap orang untuk menghormati hubungan tersebut. Karakter

absolut ini ditandai dengan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan

pemilik hak cipta Hak eksklusif sebagai hak moral dan ekonomi. Hukum

7 Eddy Damian, 2009 Hukum Hak Cipta, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-3. Bandung, Alumni, ,
Him 111.

¥Tommy Surya Utomo. 2009 Hak Kekayaan Intelektual (HK1) Di Era Globalisasi,
Yogyakarta, Graha Ilmu, Him 1

' Ibid Him 2

%0 Sudikno Mertokusumo, 2007 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,
Him 54
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Moral Terminologi yang digunakan dalam terminologi Konvensi Berne

mengacu pada hak moral, yaitu hak yang berkaitan dengan pencipta.

Beberapa ketentuan mengenai hak cipta berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

Perlindungan hak cipta akan diperpanjang untuk jangka waktu
yang lebih lama, tergantung pada ketentuan Negara, tergantung
pada durasi perlindungan hak cipta untuk kehidupan penulis,
ditambah 70 tahun setelah diterimanya duad hak cipta.
Mediasi, arbitrase atau penyelesaian perselisihan di pengadilan,
serta pengaduan tentang maladministrasi.

Tanggung jawab untuk pengelolaan tempat penjualan
sehubungan dengan hak cipta dan / atau hak terkait

Hak cipta sebagai objek bergerak tidak berwujud dapat dibuat
oleh objek trust dari trust

Wewenang Menteri untuk memasukkan catatan, pemberitahuan
ketenagakerjaan melanggar peraturan dan ketentuan

royalti yang diterima oleh penulis dan / atau pemegang hak
sechubungan dengan pekerjaan dalam hubungan resmi dan
digunakan oleh entitas komersial komersial

Institute for Collective Management, yang mengumpulkan dan

mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang Piagam
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8) Penggunaan hak cipta dan hak terkait di media dalam
menanggapi  perkembangan  teknologi  informasi dan

komunikasi

2.3. Tinjauan Umum Media Sosial

23:1,

2.3.2.

Pengertian Media Sosial

Menurt paramitha “Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat |
untuk memudahkan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Dengan semua
kemudahan yang diberikan oleh media sosial ini, penyebaran informasi dari
satu individu ke individu lain menjadi sangat mudah™'

Sedangkan Menurut Evans “media sosial selalu berubah dari waktu ke
waktu sehingga memungkinkan seseorang dapat menjadi kedua pihak, yaitu
penerima informasi dan juga penyebar informasi™??

Fungsi Media Sosial

Menurut Dirgayuza “Media sosial merupakan salah satu tempat
membangun citra diri seseorang di depan orang lain. Pembangunan
popularitas dan eksistensi diri inilah yang menghasilkan kepuasan tersendiri
bagi kebanyakan orang™**

“Selain itu, media sosial juga merupakan sarana yang sangat tepat untuk
pemasaran. Segala kemudahan mengakses ke berbagai penjuru tempat hanya

dengan melalui berbagai jenis gadget memudahkan pemasar untuk

2 Dr. Helmawati, 2014 Pendidikan Keluarga, (Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung), Him,248
22 Tbid 249
B Dirgayuza Setiawan, 2008 Facebock Untuk Pemula, (Jakarta Media, Jakarta,), Him. 6
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berkomunikasi dan lebih dekat dengan kosumen. Segala kenyamanan, yang

bisa didapatkan mélalui media sosial inilah yang memicu perkembangan

pesat pemakaiannya™*

2.3.3. Dampak Media Sosial

Dampak postif menurut kairuni*® “adalah;

1)

3)

Mempermudah kegiatan belajar, karena dapat digunakan sebagai |
sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas mencari
informasi;

Mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman
lama Baik itu teman di sekolah, di lingkungan bermain maupun teman
yang bertemu melalui jejaring sosial lain;

Menghilangkan kepenatan pelajar, itu bisa menjadi obat stress setelah
seharian bergelut dengan pelajaran di sekolah. Misalnya,
mengomentari situs orang lain yang terkadang lucu dan menggelitik,

bermain game, dan lain sebagainya;

Dampak Negatif menurut kairuni*® “adalah;

1) Berkurangnya waktu belajar, karena keasyikan menggunakan media

sosial;

2) Mengganggu konsentrasi belajar di sekolah;

24 Ibid Him 8
2% Kairuni 2016 Sosiologi Komunikasi, (Kencana Prenada Media Group,Jakarta) Him 98
2 Ibid 99
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4)

3)
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Merusak moral pelajar, karena sifat remaja yang labil, mereka dapat
mengakseS atau melihat gambar porno milik orang lain dengan
mudabh;

Menghabiskan uang jajan, untuk mengakses internet

Mengganggu kesehatan, terlalu banyak menatap layar handphone

maupun komputer atau laptop dapat mengganggu kesehatan™
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24

PASAL Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO
TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik)

Ketentuan Mengenai Publikasi Foto
Tanpa Izin Melalui Media Sosial

1. Adanya Izin
2. Publikasi Sumber Secara
Jelas

Akibat Hukum Memfublikasikan Foto
Tanpa Izin Melalui Media Sosial
Tanpa Izin

1. Ganti Rugi
2. Sanksi Pidana

Kepatian Hukum Fublikasi Foto Tanpa Izin
Melalui Media Sosial
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2.5. Defenisi Operational ’

o

1. Izin adalah kegiatan yang memberikan keleluasaan untuk menggunakan
hak atau milik orang lain

2. Publikasi Sumber Secara Jelas adalah cara pengutipan atau penyebutan
dari mana asal karya atau objek yang dipublikasikan

3. Ganti Rugi adalah saknsi yang diberikan berupa uang bagi pelanggara
hukum

4. Sanksi Adminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum
dalam bentuk teguran atau pencabutan 1zin usaha

5. Sanksi Pidana adalah sanksi yang diberikan berupa kurungan atau penjara
bagi pelanggar hukum

6. Publikasi adalah kegiatan memberikan atau mendistribusikan sebuah
karya atau objek ke media sosial atau semacam internet

7. Foto adalah objek berupa gambar yang dimilki oleh orang lain

8. Tanpa lzin adalah kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan untuk
menggunakan hak atau milik

9. Media Sosial adalah media atau sarana komunikasi didunia maya atau

internet
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BAB III ’
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah jenis
penelitian Normatif, hal yang meejadi pertimbagan dalam menentukan
metode yang digunakan adalah usulan penelitian penulis mengandung nilai- |
nilai norma hukum serta nilai-nilai kepustakaan schingga dianggap sebagai
doktrin pendekatan literatur, pendekatan Normatif sebagaimana yang
diungkapkan oleh Sutopo bahwa penelitian normatif adalah metode
penelitian secara kepustakaan maksudnya adalah metode penelitian hukum
yang menggunakan cara dengan mengumpulkan literatur hukum berdasarkan

pustaka yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.’

3.2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah
pendekatan secara perundang-undanagn atau biasa disebut dengan istilah
(Statue Aproach) sebagaimana cara atau mentode untuk mendapatkan
informasi dan data melalui literatur dan putusan hakim serta bunyi undang-

undang.

7 HB.Sutopo. 2012, Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis
Danpraktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta Him 47
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3.3. Sumber Bahan Hukum ’

1. Sumber bahan Hukum primer yang digunakan dalam usulan
penelitian ini adalah bahan hukum prime{ yaitu bahan-bahan materi
hukum yang diambil dari peraturan perundang-undagan.

2. Sumber bahan hukum sekunder
Adalah sumber bahan hukum yang diambil dari bahan hukum
primer, maksudnya adalah sumber hukum sekunder sebagai alat
untuk menjelaskan sumber hukum primer

3.4. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yaitu dengan
metode Dokumentasi yaitu

Adalah cara mengumpukan data dengan cara mengambil semua
sumber data dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar,
yang dimaksud dengan tulisan adalah semua literatur buku atau
putasan hakim yang dapat memberikan informasi serta gambar-
gambar yang diangap memiliki hubungan yang kuat dengan usulan

penelitian
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3.5. Analisis Data

Analisis data’® dalah cara untuk mengumpulkan dan megelompokkan
data yang didapatkan melalui penelitian dan dipilah serta dianalisis

berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mencapai sebuah titik permasalahan

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian in1 adalah teknik
analisis interpretasi yaitu bagaimana upaya mencarai data melalui studi .
wawancara dan dokumentasi dilapangan serta memberikan penjelasan secara

sistematis, interpretasi tetang penelitian

2% Lexi J Moleong 2010 Metodelogi Penelitian Kualitatif Jakrta Remajarosd akarya Hlm 248
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BAB IV
HASIL'PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Ketentuan Mengenai Publikasi Foto Tanpa Izin.Melalui Media Sosial
4.1.1. Adanya Izin

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. |
Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum

administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan®

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat
kurang lebisama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi
perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang

2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang
disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan

batas-batas tertentu bagi tiap kasus

Apabila kita melihat Setiap karya atau seni yang dipublikasikan harus

dicantumkan bentuk dan metode yang digunakan mengambilnya serta

¥ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hal.2.
http://digilib.unila.ac.id. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021
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Sumber karya dan seni itu harus jelas sumbernya, pada umunya hasil karya
seni yang dipublikasikan akan memiliki sumber dan merek yang telah

dicantumkan sebagaimana

Dalam “pasal 6 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika

(ITE) nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008™
Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas

persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang

yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan
mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah
Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 45A

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
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berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah

Menurut salah satu pendapat yang dikutip dari tulisan wahyu budi
priatna’’ bahwa dalam mepublikasikan sebuah foto harusnya beberapa etika

yang harus diperhatikan sebagimana:

1. Hak prifacy harus diutamakan

2. Penggunaan foto harus untuk kepentingan produk

3. Pengambilan sepihak sehingga menampakkan sesuatu yang
tidak elok

4. Foto tersebut bersifat pribadi dan harus tidak menampakkan

yang dapat mempemalukan orang lain

% Wahyu Budi Priyatna. 2009 MODUL PRAKTIKUM FOTOGRAFI UNTUK
PUBLIKASI.Direktirat Program Diploma Institut Pertanian Bogor,.



33

Beberapa etika diatas telah disebutkan bahwa adanya sebuah aturan
yang mengatur secara etik kepada siapa saja yang akan mempublikasikan foto
orang lain, banyaknya kasus mengenai publikasi foto tanpa izin sekarang ini

memang sangat populer diakibatkan adanya beberapa plikasi seperti facebook

dan Whatsapp sebagai media untuk menyebarkan foto.
Sanksi bagi penyebar publikasi foto tanpa izin
Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Secara normatif ditas mempublikasikan foto tanpa izin berdasarkan
unsur yang di Pasal 27 ayat 3 UU ITE , yaitu “Setiap Orang dengan sengaja
“dan tanpa hak mendistribusikan danatau mentransmisikan dawatau
membuat dapat  diaksesnya Informasi Elektronik danatau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik.”

Di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif

dan unsur subyektif.
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Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

Perbuatan: Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat
diaksesnya.

Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”

Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud |
dengan “dengan sengaja”.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini mengandung banyak kontroversi. Banyak
yang mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE ini dapat membungkam
kebebasan pers atau kebebasan berekspresi. hal ini, berdasarkan tentang
Seputar UU ITE, maka yang dimaksud dengan penghinaan ada dua jenis
yakni (i) penghinaan formil (formele belediging), yakni pernyataan yang
konten dan esensinya jelas dan tegas merupakan penghinaan karena, antara
lain, menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan, dan (i) penghinaaan
materil (mateliel belediging) yakni pernyataan yang konten esensinya adalah

bentuk penghinaan yang di lakukan secara halus.
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4.1.2. Publikasi Sumber Secara Jelas

Publikasi memilki arti memperlihatkan dan meyebarkan, publikasi
apabila dipandang dari segi pemahaman dunia seni merupakan salah satu cara
untuk memperlihatkan hasil krya atau abjek yang diciptakan untuk
kepentingan komersial, apabila kita berbicara mengenai publikasi foto bahwa
seringnya terjadi seorang pengguna media sosial meng UP LOAD unggahan
Foto orang lain tanpa spengetahuan pemilik Foto atau video tersebut, bahkan |
diera zaman digital ini manusia seolah tidak ada aturan mengenai aturan
privasi mengenai foto dan video sehingga orang lain memiliki kesempatan

untuk menditribusikan foto orang lain tanpa hak.

Aturan mengenai publikasi foto atau video harus memenuhi beberapa
syarat sebagaimana vang diperjanjikan oleh pemilk foto atau video, seorang
tidak bisa mempublikasikan sebuh foto atau video tanpa seizin pemilik Foto
atau karya tersebut hal ini diatur dalam undang-undang “Informasi dan
Transaksi Elektronika (ITE) nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No

11 tahun 2008;
Pasal 26;

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas

persetujuan Orang yang bersangkutan;
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(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksugd pada

ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan Undang-Undang ini”

Dan apabila kita melihat dari segi hak cipta foto atau video yang

dipublikasikan juga terdapat beberapa alasan pemidanaan yang terkandung

didalam Undang-Undang Hak Cipta, berikut beerapa hal yang dibatasi oleh

ndang-undang hak cipta “Pembatasan-pembatasan hak cipta lainnya yang

diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di

antaranya;

Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara menurut
sifatnya yang asli;

Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu (termasuk
gambar) yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas
nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan
dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun
dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan
itu diumumkan dan/atau diperbanyak;

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian
dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau
sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus
disebutkan secara lengkap;

Pengambilan gambar pihak lain guna keperluan pembelaan di

pengadilan, ceramah yang semata-mata untuk tujuan
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pendidikan dan ilmu pengetahuan atau untuk pertunjukan atau
pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya dan

sumbernya disebut dan dicantumkan”

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut penulis dalam
mempublikasikan foto dan video menurut aturan yang berlaku yaitu setiap
orang yang akan mempublikasikan foto atau video harus terlebih dahulu
memperhatikan dari mana asal foto dan karya cipta itu diambil serta selalu
memperhatikan apakah untuk kepentingan komersial atau kepentingan
pribadi, karena adanya beberapa yang harus diperhatikan untuk menjamin

hak-hak orang lain yang diakibatkan oleh foto atau video yang dipublikasikan

Berikut contoh video yang diviralkan tidak berdasarkan izin dan dan
pemilik video dan diasumsikan direkam tanpa sepengetahuan objek yang ada

didalam video (kejadian perkelahian)

Y

& N

i g0l R X

Sumber : facebook portal Gorontalo, diakses pada han sabtu tanggal 23 november 2021
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Contoh video diatas merupakan video yang memeperlihatakan seorang
ibu dan seorang laki-laki yang sedang berkelahi dan direkam dari jarak jauh
oleh sesorang dan diviralkan melalui media sosial, apabila dikaji secara

medanalam ada dua pemidanaan yang akan diberikan oleh penyebar dan

pengambil video yaitu:

1. Video tersebut diambil tanpa seizin pemilik gambar atau orang

yang terlibat didalam kejadian tersebut

)

Sumber video tidak disebutkan dengan jelas
3. Video tersebut berpotensi membuka aib orang lain tanpa

sepengetahuan objek yang didalamnya

Apabila kita menghubungkan dengan teori yang diungkapkan oleh
wahyu budi priatna’' bahwa dalam mepublikasikan sebuah foto/Video
harusnya memperhatikan beberapa etika yang wajib dialksanakan

sebagimana:

1. Hak prifacy harus diutamakan

2. Penggunaan foto harus untuk kepentingan produk

3. Pengambilan sepihak sehingga menampakkan sesuatu yang
tidak elok

4. Foto tersebut bersifat pribadi dan harus tidak menampakkan

yang dapat mempemalukan orang lain

3 Wahyu Budi Priyatna. 2009 MODUL PRAKTIKUM FOTOGRAFI UNTUK
PUBLIKASI.Direktirat Program Diploma Institut Pertanian Bogor,.
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Adaapun contoh kedua yang didapatkan peneliti mengenai penyebaran

Foto dan menghubungkan dengan Asusila adalah sebagai berikut:

€y

Jira

L lagil M1 VIgio cewek SMA mess_umm dengan teman sekolahnya
Rekaman videl yang berdurasi 05 30 menit inl kKini tersspar diIMEDSOS

dan sudah d oleh ratusan Jrang penggauna facebolk Jangan

sampai ketinggalan sob
on dan downioad vidiony
YVidio POstigan Hengky Jira
Klik tombol TONTOH VIDEO di bawah ulk nonton ViDeOnva
== TONTON VIDEDO <<=«

sekarang juga disini gratisi!! AR

: N
)
_ N

umber :facebook,portal Gorontalo diakses pada hari sabtu tanggal 23 n:)vember
2021

Publikasi foto diatas tentunya memberikan pelajaran bagi kita semua
bahwa foto yang dipublikasikan tanpa hak dan tanpa spengetahuan pemilk
foto dan foto tersebut dihubungkan dengan perbuatan asusila yang mana
dianggap sebagi pelanggaran berat, hal ini tentunya menjadi sebuah ironi bagi
pemerintah dan pengelolah Facebook adanya dan mudahnya foto dan video
dipublikasikan tanpa sepengetahuan pemilik foto dan objek yang didalam

foto tersebut
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4.2. Akibat Hukum Memfublikasikan Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial

Tanpa Izin
4.2.1. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk sanski yang diberikan terhadap
seorang yang melanggar hubungan hukum dan merugikan orang lain secara
materill, ganti rugi disini diasumsikan bahwa apa yang menjadi kerugian
pemilk hak cipta dalam foto atau video yang disebarkan tanpa hak dan

pemilik hak cipta serta objek yang didalamnya merasa dirugikan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No

8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Pasal |

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas
tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,
ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian
karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan
tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
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Ganti rugi dpat terjadi apabila adanya™

1. Merasa pihak yang dirugikan
2. Berdasarkan tututan pihak yang dirugikan
3. Berdasarkan putusan pengadilan

Beberapa hal diatas dapat dijadikan sebagai acuan bahwa sebenarnya
ganti rugidapat terjadi apabila pihak pemilk karya atau foto merasa
ddirugikan oleh pihak lain dengan cara mempublikasikan tanpa izin dan |
menyebutkan sumber karya atau seni yang dipublikasikan.

Apabila kita merujuk kepada undang-undang ha cipta mengenai ganti
rugi sebagaimana yang diungkapakn oleh Letezia Tobing™ dalam tulisanya
mengenai hak cipta bahwa “Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait
berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas
pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait Gugatan ganti rugi tersebut
dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian
penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan
ilmiah, pertunjukan atau pameran karya (gambar) yang merupakan hasil
pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait Selain itu, Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan
provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk;

1. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau

Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk

32

https://www.hukumonline.convklinik/detail/ulasan/It561bel35c587a/pelanggaran-hak-
cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan/ diakses pada senin tanggal 18 November
2021 pukul 10.00 Wita
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menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk
Hak 'Ierkait; .

2. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian,
Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan
hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait™

Berdasarkan analisa penulis bahwa adanya bentuk pelanggaran dalam
hal mempublikasikan hak cipta orang lain tanpa persetujuan pemilk hak cipta -
atau objek yang ada didalamnya merupakan sebuah pelangagran hukum yang
pantas untuk ditindak dan apabila pemilik merasa keberatan dan merasa
dirugikan dapat mengajukan permohonan dipengadilan niaga untuk
mendapatkan ganti rugi vang dialami ganti rugi yang dimaksud adalah
sebagai berikut;

1. Meminta sebagian hasil publikasi

2. Meminta seluruhnya hasil publikasi

Dengan alasan ini bahwa didalam hak cipta terdapat dua hak yang

dilindugi oleh undang-undang yaitu:

1. Hak Moral
Hak moral maksudnya adalah hak yang lahir dari diri pencipta secara
pribadi, hak moral ini diatur berdasarkan adanya beberapa garis besar
yang telah dicantumnkan dalam etika publikasi yaitu:
a. Setiap publikasi harus mencantumkan nama penciptanya
b. Setiap publikasi harus mencantumkan nama asli yang

mempiblikasikan hasil ciptaan orang lain
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c. Pada etika mengubah ciptaan harus sesuai dengan kodrat yang
berlaku didalam masyarakat
d. Pengubahan judul dan anak judul
e. Hak cipta harus mempertahﬁnkan setiap hak yang
dipublikasikan baik berupa ciptaan, mutilasi, modifikasi dan
yang bersifat akan merugikan pihak lainya
2. Hak Ekonomi
Hak ekonomi ini adalah hak secara ekslusif bagi pencipta untuk
mendapatkan imbalan dari hasil karya ciptaanya sendiri, dan apabila
ada yang melanggar mengenai hak cipta orang lain ,pemilik hak cipta
berhak meminta ganti rugi secara materill yang diakibatkan oleh yang
mempublikasikanya
Hal ini dapat dilihat dalam kutipan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta™)

Pasal 1 angka 1 (“UU Hak Cipta”)*

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”

Pasal 115 ( UU Hak Cipta )*

33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1
3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 115
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“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli
warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau
periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media
elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Kedua bunyi pasal diatas telah meberikan gambaran mengenai larangan
dan sanksi bagi yang melanggar aturan hukum yang telah diundangkan
mengenai larangan medistribusian hasil atau objek karya seni orang lain tapa
izin. Mengenai kasus pendistribusian foto tanpa izin sudah beberapa kali
terjadi, baru-baru ini seorang pria yang ditangkap oleh pihak poltes kota
gorontalo karna mendistribusikan foto orang lain tanpa hak serta tanpa izin
dari pemilk foto selain dari pada mendistribusikan pihak tersangka jga
menawarkan jasa prostitusi kepada pengguna media sosial dengan
menggunakan foto orang lain, sehingga mereka dibekuk oleh tim reskrim
polres kota gorontalo karna ada masyarakat yang merasa dirugikan mengenai

foto-fotonya yang beredar melalui media sosial tanpa seizin korban
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4.2.2. Sanksi Pidana ’

Menurut pandagan penulis dalam hukum pidana bahwa apabila

tanpa adanaya perbauatan pidana seorang tidak bisa diberikan sasksi

pidana namun apabila ada perbuatan pidana maka seorang dapat diberikan

sasnki pidana

yaitu;

1.

Menurut Moeljatno® Hukum pidana kita menganut “Asas Legalitas

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal
itu terlebuh dahulu belum dinyatAkan dalam suatu aturan undang-
undang;

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh
menggunAkan analogi kiyas Aturan-aturan pidana tidak berlaku
surut;

Undang-undang statutory law harus mengatur mengenai tingkah
laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa
undang - undang yang mengatur mengenai perbuatan yang
dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatAkan sebagai
tindak pidana Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa
dryjadikan dasar menghukum seseorang Dalam kaitannya dengan

hukum yang tertulis, pembuat undang-undang /egis/atif harus

3% Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi,
PT. Rafika Aditama, Bandung, Hlm 34
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merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang
disebut dengan tindak pidana kejahatan, crimes”
Ada dua contoh sampel yang didapatkan oleh penulis sebagaimana

yang dijabarkan dalam pembahasan sebelumnyé mengenai medistribusikan

Foto atau Video berupa gambar orang lain tanpa izin berikut contoh

Y

1

Sumber :facebook,portal Gorontalo diakses pada hari sabtu tanggal 23 november 2021

Kedua contoh diatas merupakan perilaku atau perbuatan yang diancam
dengan tidank pidana sebagaimana yang disebutkan dalam hukum pidana
bahwa “Undang-undang statutory law harus mengatur mengenai tingkah
laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa undang - undang
yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut
tidak bisa dikatAkan sebagai tindak pidana Hal ini berimplikasi bahwa
kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang Dalam kaitannya

dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang /legis/atif harus
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merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan

tindak pidana kejahatan, crimes”

Pengaturan mengenai saksi pidana terhadap pelanggar yang
mendustribusikan kehak orang lain tanpa izizn sebenarya secara lex spesialis

diatur dalam

Dalam “pasal 6 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronika (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11

Tahun 2008”
Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektromk yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas

persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang

yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
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(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan
mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah
Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentraﬁsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Pasal 45A .

(2) Setiap drang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan.
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah

Selain dari undag-undang IT juga diatur mengenai saksi pidana

mengenai Hak cipta yaitu :

Hal ini dapat dilihat dalam kutipan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

Pasal 1 angka 1 (“UU Hak Cipta™)*

3¢ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal | angka I
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“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”
Pasal 115 ( UU Hak Cipta )*’

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli
warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau
periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media
elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Tentunya dalam menetukan saksi pidana beberapa hal yang harus

diperhatikan adalah

Selain diatur dalam undang-undang hak cipta,serta uu IT juga jauh
sebelumnya muncul adanya internet maupun undang-undang hak cipta
terlahir, hukum pidana sudah mengaturnya namun beberapa bunyi pasal
dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang yang penggunaan
jaman internet sebagaimana yang dimaksud adalah pasal 282 sampai 283

KUHPidana

37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 115
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(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di
’
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui
isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud
untuk disiarkan, dipertunjukkan atau (fitempelkan di muka umum,
membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya
ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri,
atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang--
terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,
menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan

atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar
kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin,
memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari
negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara
terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,
menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika
ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan
atau benda itu mel!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah.



52

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat
pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Apabila kita melihat mengenai pengaturan Pidana mengenai
pendidtribusian suatu karya atau objek tanpa hak atau tanpa seizin pemilik
kerya tersebut, namun hal ini dianggaptidak sesuai dan ketinggalan zaman,
yang mana penggunaan serta pendistribusiannya sangat rumit diketahui dan

dikerjakan secara terogranisisr dan masif.

Analisa penulis mengenai pelanggaran hak cipta, mempublikasikan
foto atau video tanpa izin dan dihubungkan dengan saksi pidana tentuya

adapat kita lhat sanski yang dapat diberikan ada tiga macam yaitu:

1. Pasal 6 , Pasal 45 Pasal 45A Dan Pasal 45B Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE) Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008

2. Pasal 1 angka 1 dan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”™)

3. Pasal 282 Sampai 283 KUHPidana

Tentunya beberapa pasal diatas merupakan pasal yang dapat menjerat

pelaku pendistribusian foto dan hak cipta milik orang lain tanpa hak
Pendistribusian disini disebutkan ada dua macam yaitu foto atau objek

yang difoto ada dua hal yang diatur berdasarkan doktrin yang berlaku:
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1. Pihak Atau Objek Yang Di Foto (Manusia) .
2. Pihak Yang Mengambil Foto (Foto Grafer)

Kedua keterangan diatas memberikan gambaran bahwa setiap karya

seni yang dilahirkan melalui sebuah karya foto telah memiliki hak kekayaan

intelektual yang dimiliki seseorang yang pada dsarnya dilindungi oleh hak

cipta
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BABYV

- PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1.

)

Ketentuan Mengenai Publikasi Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial yang
pertama adalah Adanya Izin, izin merupakan hal yang wajib dimilki seorang
untuk mempublikasikan sebuah karya atau objek agar tidka terjerat dalam
pelanggaran hak cipta dan yang kedua Publikasi Sumber Secara Jelas |
maksudnya adalah setiap hasil karya yang dipublikasikan secara komersila
apalagi berhubungan dengan hak moral dan hak ekonomi harus
mencantumkan sumber dari mana hak atau objek didapatkan, dengan cara
menyebutkan sumber publikasi maka akan membuat seorang terhindar dari
tuntutan pidana mengenai hasil karya cipta orang lain

Akibat Hukum Memfublikasikan Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial
Tanpa Izin yaitu yang pertama adalah Ganti Rugi ganti rugi akibat
menggunakan karya atau mempublikasikan karya orang lain dapat diberikan
dengan dua cara yaitu ganti rugi sebagian dan hasil yang didapatkan dan
ganti rugi dari seluruh hasil yang didapatkan akibat menggunakan hak cipta
orang lain dan bentuk sanski yang kedua Sanksi Pidana, saksi pidana disini
sangat jelas bahwa bagi seorang yang mendistribusikan hasil karya atau foto
tanpa hak apalagi dengan menggunakan nama atau identitas samaran untuk

merugikan pihak lain
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5.2. Saran

1. Saran yané dapat diberikan yang pertama adalah pemerintah dalam
hal ini sebagai fungsi pengawasan seharunya membuat sistem yang
dapat mengawasi foto atau konten yang disebar luaskan melalui media
sosial tanpa seizin pemilik foto atau konten tersebut sehingga tidak
adalagi penyebaran dimedia sosial dengan cara merusak nama baik_
dan merusak privasi pemilkik hak cipta

2. Seharunsya dalam penegakan hukum mengenai Undang-undang IT
dan Hak Cipta dibutuhkan lembaga atau semacam pansus untuk

memberantas pelangaran pidana tersebut
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diujiankan.

Demik/’ an surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a3 HAS Gorontalo, 29 Agustus 2022

Tim \\iiﬁkasi,
W

SAHARUDDIN, S.H..M.H.
NIDN. 0927028801
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